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Abstract 

This study aims to analyze Islamic law on buying and selling without a 

price tag. The practice of buying and selling without price tags often occurs in 

various economic contexts, where the price of goods or services is determined 

directly or through bargaining between buyers and sellers, without clear pricing. 

This research was conducted using a qualitative approach and literature study 

methods to collect data from related literature, such as books on Islamic law, 

reference books, and scientific articles. In this study, the views of Islamic law are 

analyzed regarding the practice of buying and selling without a price tag. The 

principles of Islamic law relating to economic transactions, such as fairness, 

transparency, mutual pleasure between buyers and sellers, and the avoidance of 

fraud and injustice, are the focus of this analysis. Official documents, including 

fatwas from religious institutions, are also analyzed to obtain legal guidance 

relevant to this practice. The results of the analysis show that buying and selling 

without a price tag raises various legal issues in the context of Islamic law. 

Although there is no direct prohibition in the Qur'an or Hadith regarding this 

practice, the principles of Islamic law demand clear and fair pricing in economic 

transactions. In addition, non-transparency in pricing can result in losses and 

injustice for consumers. This study also emphasizes the need for a hermeneutical 

approach in understanding Islamic legal texts related to buying and selling. 

Through this approach, the historical context and meaning of Islamic legal texts 

can be better analyzed, and their relationship with contemporary realities can be 

considered in making relevant conclusions. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum Islam terhadap 

jual beli tanpa label harga. Praktik jual beli tanpa label harga sering kali terjadi 

dalam berbagai konteks ekonomi, di mana harga barang atau jasa ditentukan 

secara langsung atau melalui tawar-menawar antara pembeli dan penjual, tanpa 

adanya penetapan harga yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dan metode studi literatur untuk mengumpulkan data dari 

literatur terkait, seperti kitab-kitab hukum Islam, buku referensi, dan artikel 

ilmiah. Dalam penelitian ini, dianalisis pandangan hukum Islam terkait dengan 

praktik jual beli tanpa label harga. Prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan 

dengan transaksi ekonomi, seperti keadilan, transparansi, saling ridha antara 
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pembeli dan penjual, serta penghindaran penipuan dan ketidakadilan, menjadi 

fokus dalam analisis ini. Dokumen-dokumen resmi, termasuk fatwa-fatwa dari 

lembaga-lembaga keagamaan, juga dianalisis untuk memperoleh panduan hukum 

yang relevan dengan praktik ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa jual beli tanpa 

label harga memunculkan berbagai permasalahan hukum dalam konteks syariat 

Islam. Meskipun tidak ada larangan langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis terkait 

praktik ini, prinsip-prinsip hukum Islam menuntut penetapan harga yang jelas dan 

adil dalam transaksi ekonomi. Selain itu, ketidaktransparan dalam penetapan 

harga dapat mengakibatkan kerugian dan ketidakadilan bagi konsumen.Penelitian 

ini juga menekankan perlunya pendekatan hermeneutika dalam memahami teks-

teks hukum Islam terkait jual beli. Melalui pendekatan ini, konteks historis dan 

makna teks hukum Islam dapat dianalisis dengan lebih baik, serta hubungannya 

dengan realitas kontemporer dapat dipertimbangkan dalam pengambilan 

kesimpulan yang relevan. 

 

Kata Kunci: Jual Beli, Harga, Lebel, Hukum Islam 

 

Pendahuluan 

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, jual beli memiliki peran yang 

signifikan karena berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi yang 

diatur dalam syariat. Salah satu aspek penting dalam jual beli adalah penetapan 

harga barang atau jasa yang akan diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, 

terdapat fenomena jual beli tanpa label harga di dalam masyarakat. Jual beli tanpa 

label harga merujuk pada situasi di mana harga barang atau jasa tidak ditetapkan 

secara jelas pada saat transaksi, sehingga harga ditentukan secara langsung atau 

berdasarkan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Hal ini dapat terjadi 

dalam berbagai konteks, seperti dalam bazar, pasar tradisional, atau negosiasi 

langsung antara individu. 

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli tanpa label harga menimbulkan 

pertanyaan tentang keabsahan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi 

Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi keadilan, transparansi, saling 

ridha antara pembeli dan penjual, serta menghindari penipuan dan ketidakadilan 

dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum Islam 

terhadap jual beli tanpa label harga untuk memahami implikasi hukumnya dalam 

kerangka syariat Islam. Analisis ini akan melibatkan studi terhadap prinsip-prinsip 

hukum Islam, nash-nash Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama terkait 

masalah ini. 
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Dengan adanya analisis hukum Islam terhadap jual beli tanpa label harga, 

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keabsahan 

dan implikasi hukum dalam praktik ini. Hasil analisis ini akan memberikan 

kontribusi penting dalam mengarahkan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam 

melaksanakan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi 

Islam. 

 

Pembahasan 

A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam 

Prinsip-prinsip Dasar Jual Beli dalam Islam Dalam hukum Islam, jual beli 

(bai') merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan ekonomi umat 

Muslim. Konsep jual beli didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh 

syariat Islam, yang mencakup beberapa aspek penting. 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar jual beli dalam hukum Islam: 

1. Ijab dan Qabul: Jual beli sah dalam Islam terjadi melalui proses ijab 

(penawaran) dan qabul (penerimaan). Penjual menyatakan niat dan 

menawarkan barang atau jasa yang dijual, sementara pembeli menerima 

tawaran tersebut secara tegas dan jelas. 

2. Aqd (Perjanjian): Jual beli dalam Islam dianggap sebagai perjanjian yang 

sah. Para pihak harus mencapai kesepakatan yang jelas dan tegas 

mengenai objek jual beli, harga, serta syarat-syarat lain yang diatur dalam 

perjanjian. 

3. Amanah: Jual beli dalam Islam mengandung prinsip amanah, yaitu 

kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dijunjung oleh kedua belah 

pihak. Penjual harus memberikan informasi yang jujur dan akurat 

mengenai barang atau jasa yang dijual, sedangkan pembeli diharapkan 

membayar dengan tepat waktu. 

4. Keadilan dan Keseimbangan: Jual beli dalam Islam harus didasarkan pada 

keadilan dan keseimbangan. Tidak boleh ada penipuan, manipulasi, atau 

eksploitasi yang merugikan salah satu pihak. Harga yang ditawarkan harus 

wajar dan adil bagi kedua belah pihak. 
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B. Syarat-syarat Sahnya Jual Beli dalam Islam  

Selain prinsip-prinsip dasar, terdapat juga syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar jual beli dianggap sah dalam hukum Islam. Beberapa syarat penting 

yang harus dipenuhi antara lain: 

1. Ada Pihak yang Berkewajiban: Jual beli harus melibatkan minimal dua 

pihak, yaitu penjual dan pembeli, yang memiliki kapasitas hukum untuk 

melakukan transaksi. 

2. Objek Jual Beli Halal: Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal 

dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Barang yang 

diperjual belikan tidak boleh haram, najis, atau melanggar hukum syariat. 

3. Kekayaan yang Tersedia: Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus ada 

dan tersedia dengan jelas. Tidak boleh ada spekulasi atau penjualan yang 

didasarkan pada barang yang belum ada atau tidak jelas keberadaannya. 

4. Ketentuan Harga: Harga harus ditetapkan dengan jelas dan disepakati oleh 

kedua belah pihak. Harga yang tidak jelas atau tidak disepakati dengan 

tegas dapat menyebabkan transaksi menjadi batal. 

5. Tidak Ada Syarat yang Menyimpang: Jual beli tidak boleh melibatkan 

syarat-syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba 

(bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), atau maisir (perjudian).  

6. Adanya Kesepakatan: Jual beli harus melibatkan kesepakatan yang jelas 

dan tegas antara penjual dan pembeli. Para pihak harus saling mengetahui 

dan menyetujui kondisi dan syarat-syarat transaksi jual beli. 

 

Pengertian Perlindungan Konsumen 

a. Definisi Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen merujuk pada upaya melindungi hak-hak dan 

kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli atau penggunaan produk atau 

jasa. Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan kondisi yang adil, 

aman, dan transparan dalam hubungan antara konsumen dan pedagang. Melalui 

perlindungan konsumen, diharapkan konsumen memiliki akses terhadap informasi 

yang akurat, memperoleh produk atau jasa yang berkualitas, dan dilindungi dari 

praktik bisnis yang merugikan.  
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b. Pentingnya Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan 

antara konsumen dan pedagang. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang 

rentan, dengan keterbatasan pengetahuan dan sumber daya untuk melindungi diri 

mereka sendiri. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan untuk 

menghindari penyalahgunaan, penipuan, atau praktik bisnis yang tidak adil yang 

dapat merugikan konsumen. Perlindungan konsumen juga berperan dalam 

membangun kepercayaan konsumen, mendorong inovasi produk yang aman dan 

berkualitas, serta mendukung kestabilan ekonomi secara keseluruhan. 

 

Prinsip-prinsip Dasar Jual Beli dalam Islam 

1. Ijab dan Qabul: Prinsip ijab dan qabul merupakan aspek penting dalam 

jual beli dalam Islam. Ijab adalah penawaran atau tawaran yang dilakukan 

oleh penjual, sementara qabul adalah penerimaan atau persetujuan yang 

tegas dan jelas dari pembeli terhadap tawaran tersebut. Transaksi jual beli 

sah dalam Islam terjadi ketika ada ijab dan qabul yang saling berhadapan. 

2. Aqd (Perjanjian): Jual beli dalam Islam dianggap sebagai perjanjian yang 

sah. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus mencapai 

kesepakatan yang jelas dan tegas mengenai objek jual beli, harga, dan 

syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian ini menjadi 

dasar sah bagi terjadinya transaksi jual beli. 

3. Amanah: Prinsip amanah menekankan pada kepercayaan dan tanggung 

jawab yang harus dijunjung oleh kedua belah pihak dalam jual beli. 

Penjual diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat 

mengenai barang atau jasa yang dijual. Di sisi lain, pembeli diharapkan 

untuk membayar dengan tepat waktu dan memenuhi kewajiban-

kewajibannya. 

4. Keadilan dan Keseimbangan: Prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi 

landasan dalam jual beli dalam Islam. Transaksi jual beli harus didasarkan 

pada keadilan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Harga yang 

ditawarkan harus wajar dan adil bagi kedua belah pihak. Tidak boleh ada 

penipuan, manipulasi, atau eksploitasi yang merugikan pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi. 
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Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

a. Definisi Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan 

konsumen  

dalam undang-undang perlindungan konsumen merujuk pada serangkaian 

langkah hukum yang diadopsi oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak 

konsumen dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami penyalah gunaan, 

penipuan, atau kerugian dalam transaksi jual beli atau penggunaan produk dan 

jasa. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan kerangka hukum yang 

mengatur hubungan antara konsumen dan pedagang serta memberikan alat 

perlindungan, penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk 

kepentingan konsumen. 

b. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen  

Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan untuk mencapai 

beberapa tujuan yang meliputi: 

1. Melindungi Hak-Hak Konsumen: Undang-undang ini bertujuan untuk 

melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan 

akurat, hak atas keamanan dan kesehatan dalam penggunaan produk dan 

jasa, hak atas kompensasi atau penggantian kerugian akibat produk atau 

jasa yang cacat atau merugikan, serta hak atas pilihan dan kebebasan 

dalam memilih produk atau jasa. 

2. Meningkatkan Kualitas Produk dan Jasa: Undang-undang ini mendorong 

peningkatan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 

Hal ini dilakukan melalui pengaturan standar kualitas, sertifikasi produk, 

pengawasan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta 

penerapan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang. 

3. Mendorong Transparansi dan Keterbukaan: Undang-undang perlindungan 

konsumen mendorong transparansi dan keterbukaan dalam transaksi jual 

beli. Hal ini mencakup kewajiban pedagang untuk memberikan informasi 

yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai produk atau jasa yang 

ditawarkan, termasuk label harga, komposisi, kandungan, serta syarat dan 

ketentuan transaksi. 

4. Menyediakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Undang-undang ini 

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil bagi 
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konsumen. Hal ini mencakup prosedur pengaduan, mediasi, arbitrase, atau 

penyelesaian di pengadilan yang dapat digunakan oleh konsumen dalam 

menyelesaikan sengketa dengan pedagang. 

 

Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang 

Undang-undang perlindungan konsumen mengandung sejumlah prinsip 

yang menjadi landasan dalam melindungi hak-hak konsumen. Berikut adalah 

beberapa prinsip perlindungan konsumen yang umum terdapat dalam undang-

undang perlindungan konsumen: 

1. Keadilan: Prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil 

terhadap konsumen dalam transaksi jual beli. Undang-undang 

perlindungan konsumen melarang praktik bisnis yang merugikan atau 

mengeksploitasi konsumen serta mendorong pemberian kompensasi yang 

adil ketika terjadi pelanggaran hak konsumen. 

2. Keamanan: Prinsip keamanan menjamin bahwa produk dan jasa yang 

disediakan kepada konsumen harus memenuhi standar keamanan yang 

ditetapkan. Undang-undang perlindungan konsumen mewajibkan produsen 

dan pedagang untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang mereka 

tawarkan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen. 

3. Keterbukaan dan Informasi: Prinsip keterbukaan dan informasi 

mewajibkan pedagang untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan 

lengkap kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 

Hal ini termasuk informasi mengenai harga, kualitas, komposisi, bahan, 

dan syarat-syarat transaksi. Konsumen berhak mendapatkan informasi 

yang memadai untuk membuat keputusan yang cerdas dan memenuhi 

kebutuhan mereka. 

4. Hak Privasi: Prinsip hak privasi menjaga kerahasiaan dan keamanan 

informasi pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh produsen atau 

pedagang. Undang-undang perlindungan konsumen melarang 

penyalahgunaan informasi pribadi konsumen dan memberikan konsumen 

hak untuk mengendalikan penggunaan informasi pribadi mereka. 

5. Akses ke Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Prinsip ini menjamin bahwa 

konsumen memiliki akses yang mudah dan efektif ke mekanisme 

penyelesaian sengketa, seperti pengaduan, mediasi, arbitrase, atau 
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pengadilan. Undang-undang perlindungan konsumen menyediakan 

kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa dengan cara yang adil dan 

terjangkau bagi konsumen. 

 

Kewajiban Pedagang dalam Jual Beli 

Dalam transaksi jual beli, pedagang memiliki sejumlah kewajiban yang 

diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Kewajiban-kewajiban ini 

bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan praktik bisnis 

yang adil. Berikut adalah beberapa kewajiban pedagang dalam jual beli: 

1. Memberikan Informasi yang Jelas dan Akurat: Pedagang memiliki 

kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap 

kepada konsumen mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Informasi 

tersebut mencakup harga, kualitas, komposisi, bahan, penggunaan, dan 

syarat-syarat transaksi. Pedagang juga harus memberikan informasi 

mengenai hak-hak konsumen, kebijakan pengembalian barang, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. 

2. Menyediakan Barang atau Jasa yang Berkualitas: Pedagang bertanggung 

jawab untuk menyediakan barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Produk atau jasa yang disediakan tidak boleh 

cacat, tidak aman, atau tidak memenuhi harapan konsumen. Pedagang juga 

harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan 

deskripsi yang diberikan dan tidak menyesatkan konsumen. 

3. Menyediakan Garansi atau Jaminan: Pedagang dapat memiliki kewajiban 

untuk memberikan garansi atau jaminan terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. Garansi tersebut mencakup perbaikan, penggantian, atau 

pengembalian uang dalam hal terjadi cacat atau kerusakan pada produk 

atau jasa. Pedagang harus memberikan informasi yang jelas mengenai 

syarat-syarat garansi dan hak-hak konsumen terkait garansi tersebut. 

4. Menghindari Praktik Bisnis yang Tidak Adil: Pedagang dilarang 

melakukan praktik bisnis yang merugikan atau mengeksploitasi konsumen. 

Praktik bisnis yang tidak adil meliputi penipuan, penjualan paksa, 

penjualan berlebihan, diskriminasi, atau praktik yang menyesatkan 

konsumen. Pedagang juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

mengatur iklan, promosi, dan penawaran khusus kepada konsumen. 
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5. Menghormati Hak Privasi Konsumen: Pedagang memiliki kewajiban 

untuk melindungi hak privasi konsumen dan tidak menyalahgunakan 

informasi pribadi yang dikumpulkan. Pedagang harus memastikan 

keamanan informasi pribadi konsumen, seperti data kartu kredit, alamat, 

atau nomor telepon, dan hanya menggunakan informasi tersebut sesuai 

dengan persetujuan konsumen. 

 

C. Jual beli tanpa label  

Mengacu pada praktik transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya 

penanda atau label harga yang jelas pada produk yang ditawarkan. Dalam konteks 

ini, penjual tidak secara eksplisit menyebutkan harga atau tidak melampirkan label 

harga pada produk yang dijual kepada konsumen. Sebagai gantinya, harga 

mungkin ditentukan melalui negosiasi langsung antara penjual dan pembeli, atau 

pembeli diminta untuk mengajukan penawaran harga. 

Dalam beberapa situasi, jual beli tanpa label dapat terjadi dalam konteks 

pasar yang lebih informal, seperti pasar tradisional atau transaksi antarindividu. 

Hal ini dapat terjadi karena variasi harga yang lebih fleksibel atau dapat 

dinegosiasikan, ketersediaan produk yang terbatas, atau kebiasaan dan praktik 

lokal yang berbeda. 

Namun, dalam kerangka undang-undang perlindungan konsumen, penting 

untuk memastikan bahwa praktik jual beli tanpa label tidak melanggar hak-hak 

konsumen. Konsumen tetap memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang 

jelas dan akurat mengenai harga barang atau jasa yang mereka beli, serta hak 

untuk mendapatkan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan. 

 

D. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Tanpa Label Harga 

Jual beli tanpa label harga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu 

dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari praktik 

jual beli tanpa label harga: 

Kelebihan: 

1. Fleksibilitas Harga: Jual beli tanpa label harga memungkinkan penjual dan 

pembeli untuk melakukan negosiasi langsung tentang harga barang atau 

jasa yang ditawarkan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi kedua pihak 

untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. 
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2. Peluang Diskon: Dalam jual beli tanpa label harga, pembeli dapat 

memiliki peluang untuk mendapatkan diskon atau harga lebih rendah 

daripada harga yang ditentukan secara umum. Hal ini dapat terjadi jika 

pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan baik 

atau jika penjual ingin menawarkan penawaran khusus kepada pembeli 

tertentu. 

Kekurangan: 

1. Ketidakpastian Harga: Jual beli tanpa label harga dapat menciptakan 

ketidakpastian mengenai harga yang seharusnya dibayar oleh pembeli. 

Tanpa label harga yang jelas, pembeli mungkin tidak tahu harga 

sebenarnya atau berisiko membayar harga yang tidak wajar atau terlalu 

tinggi. 

2. Ketidakadilan dan Ketidaktransparanan: Praktik jual beli tanpa label harga 

dapat menciptakan ketidakadilan jika pembeli tidak memiliki pengetahuan 

atau keterampilan untuk melakukan negosiasi yang adil. Selain itu, 

kekurangan transparansi mengenai harga dapat menghasilkan praktik 

bisnis yang tidak jujur atau penipuan, di mana penjual dapat 

memanfaatkan kebingungan pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang 

lebih besar. 

3. Kesulitan Membandingkan Harga: Tanpa label harga yang jelas, pembeli 

dapat mengalami kesulitan dalam membandingkan harga antara penjual 

yang berbeda. Ini dapat menghambat kemampuan pembeli untuk membuat 

keputusan yang cerdas dan memilih penawaran terbaik. 

 

E. Implikasi Hukum Jual Beli Tanpa Label Harga dalam Perspektif 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen, jual beli tanpa 

label harga dapat memiliki beberapa implikasi hukum yang perlu 

dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul: 

1. Informasi yang Jelas dan Akurat: Undang-undang perlindungan konsumen 

mewajibkan pedagang untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan 

lengkap kepada konsumen mengenai harga barang atau jasa yang 

ditawarkan. Dalam konteks jual beli tanpa label harga, penjual harus 
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memastikan bahwa informasi mengenai harga dapat diberikan dengan cara 

lain, misalnya melalui negosiasi langsung dengan konsumen. 

2. Transparansi Harga: Undang-undang perlindungan konsumen mendorong 

transparansi harga, di mana konsumen memiliki akses yang mudah untuk 

mengetahui harga barang atau jasa yang mereka beli. Dalam jual beli tanpa 

label harga, penjual perlu memastikan bahwa konsumen memiliki 

pemahaman yang jelas tentang harga yang ditawarkan dan memiliki 

kesempatan untuk melakukan negosiasi yang adil. 

3. Perlindungan dari Praktik Tidak Adil: Undang-undang perlindungan 

konsumen melarang praktik bisnis yang merugikan atau mengeksploitasi 

konsumen. Dalam konteks jual beli tanpa label harga, penjual harus 

memastikan bahwa tidak ada praktik penipuan, penjualan paksa, atau 

praktik lain yang dapat merugikan konsumen. Penjual juga harus 

memastikan bahwa pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk 

bernegosiasi dan mendapatkan harga yang adil. 

4. Penyelesaian Sengketa: Undang-undang perlindungan konsumen 

menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa antara 

konsumen dan penjual. Dalam kasus jual beli tanpa label harga, jika terjadi 

perselisihan mengenai harga atau adanya dugaan praktik yang tidak adil, 

konsumen dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang 

tersedia, seperti pengaduan, mediasi, atau melibatkan pihak ketiga yang 

netral. 

 

F. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Tanpa Label Harga 

Dalam hukum Islam, terdapat pandangan dan prinsip-prinsip yang 

mengatur praktik jual beli. Namun, terkait dengan jual beli tanpa label harga 

secara spesifik, terdapat beberapa pandangan yang dapat dipertimbangkan. 

Berikut adalah beberapa pandangan hukum Islam tentang jual beli tanpa label 

harga: 

1. Prinsip Transparansi dan Keadilan: Hukum Islam menekankan pentingnya 

transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli. Dalam konteks 

jual beli tanpa label harga, penjual diharapkan untuk memberikan 

informasi yang jelas dan lengkap kepada pembeli mengenai harga barang 

atau jasa yang ditawarkan. Hal ini bertujuan agar pembeli memiliki 
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pemahaman yang tepat tentang nilai yang mereka bayar dan memastikan 

bahwa transaksi tersebut adil bagi kedua belah pihak. 

2. Negosiasi yang Adil: Hukum Islam mendorong prinsip negosiasi yang adil 

dalam transaksi jual beli. Dalam jual beli tanpa label harga, pembeli dan 

penjual diharapkan untuk melakukan negosiasi yang saling 

menguntungkan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang 

terlibat dalam transaksi tersebut harus saling berkomunikasi dengan jujur, 

terbuka, dan berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan 

bagi kedua belah pihak. 

3. Kesepakatan yang Tegas dan Dijamin: Hukum Islam menekankan 

pentingnya kesepakatan yang tegas dan dijamin dalam setiap transaksi jual 

beli. Dalam jual beli tanpa label harga, kesepakatan mengenai harga 

haruslah jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau 

kebingungan. Penjual dan pembeli perlu menyepakati harga dengan jelas, 

entah melalui negosiasi langsung atau melalui mekanisme lain yang 

menjamin kesepakatan yang sah. 

4. Kewajiban Mengungkapkan Informasi: Hukum Islam menempatkan 

kewajiban pada penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat 

kepada pembeli. Dalam konteks jual beli tanpa label harga, penjual 

diharapkan untuk mengungkapkan harga dengan jelas kepada pembeli dan 

menjelaskan faktor-faktor yang mendasari penetapan harga tersebut. Hal 

ini penting agar pembeli dapat membuat keputusan yang cerdas dan 

memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

Islam. 

 

G. Pandangan Hukum Islam tentang Jual Beli Tanpa Label Harga 

Dalam hukum Islam, terdapat pandangan dan prinsip-prinsip yang 

mengatur praktik jual beli. Namun, terkait dengan jual beli tanpa label harga 

secara spesifik, terdapat beberapa pandangan yang dapat dipertimbangkan. 

Berikut adalah beberapa pandangan hukum Islam tentang jual beli tanpa label 

harga: 

1. Prinsip Transparansi dan Keadilan: Hukum Islam menekankan pentingnya 

transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli. Dalam konteks 

jual beli tanpa label harga, penjual diharapkan untuk memberikan informasi 
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yang jelas dan lengkap kepada pembeli mengenai harga barang atau jasa 

yang ditawarkan. Hal ini bertujuan agar pembeli memiliki pemahaman yang 

tepat tentang nilai yang mereka bayar dan memastikan bahwa transaksi 

tersebut adil bagi kedua belah pihak. 

2. Negosiasi yang Adil: Hukum Islam mendorong prinsip negosiasi yang adil 

dalam transaksi jual beli. Dalam jual beli tanpa label harga, pembeli dan 

penjual diharapkan untuk melakukan negosiasi yang saling menguntungkan 

dan berdasarkan kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi tersebut harus saling berkomunikasi dengan jujur, terbuka, dan 

berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi kedua belah 

pihak. 

3. Kesepakatan yang Tegas dan Dijamin: Hukum Islam menekankan 

pentingnya kesepakatan yang tegas dan dijamin dalam setiap transaksi jual 

beli. Dalam jual beli tanpa label harga, kesepakatan mengenai harga 

haruslah jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau 

kebingungan. Penjual dan pembeli perlu menyepakati harga dengan jelas, 

entah melalui negosiasi langsung atau melalui mekanisme lain yang 

menjamin kesepakatan yang sah. 

4. Kewajiban Mengungkapkan Informasi: Hukum Islam menempatkan 

kewajiban pada penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat 

kepada pembeli. Dalam konteks jual beli tanpa label harga, penjual 

diharapkan untuk mengungkapkan harga dengan jelas kepada pembeli dan 

menjelaskan faktor-faktor yang mendasari penetapan harga tersebut. Hal ini 

penting agar pembeli dapat membuat keputusan yang cerdas dan 

memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

Islam. 

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam harmonisasi perspektif hukum adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam: Harmonisasi antara 

perspektif hukum dan hukum Islam perlu memperhatikan kesesuaian 

dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari praktik jual beli. 

Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan, transparansi, saling 

menguntungkan, dan menghindari praktik yang merugikan konsumen. 
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2. Konsistensi dengan Nilai-Nilai dan Etika Islam: Harmonisasi harus 

memperhatikan nilai-nilai dan etika Islam yang melandasi transaksi jual 

beli. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, kebijakan, dan tanggung 

jawab sosial perlu diterapkan dalam praktik bisnis agar sesuai dengan 

pandangan Islam. 

3. Perlindungan Hak-Hak Konsumen: Harmonisasi harus memastikan 

perlindungan hak-hak konsumen sejalan dengan perspektif hukum dan 

hukum Islam. Ini meliputi hak konsumen untuk mendapatkan informasi 

yang jelas dan akurat, hak atas produk atau jasa berkualitas, dan 

perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan. 

4. Kesepakatan Bersama: Harmonisasi harus mencapai kesepakatan bersama 

antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk pembeli dan penjual. Transaksi 

jual beli harus didasarkan pada kesepakatan yang saling menguntungkan 

dan adil bagi kedua belah pihak. 

5. Penegakan Hukum yang Efektif: Harmonisasi harus disertai dengan 

penegakan hukum yang efektif dan konsisten untuk memastikan bahwa 

praktik jual beli yang melanggar prinsip-prinsip hukum dan hukum Islam 

mendapatkan sanksi yang sesuai. 

Kesesuaian Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan 

Hukum Islam, Kesesuaian antara perspektif undang-undang perlindungan 

konsumen dan hukum Islam dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip berikut: 

1. Perlindungan Hak-Hak Konsumen: Baik undang-undang perlindungan 

konsumen maupun hukum Islam mendasarkan perlindungan konsumen 

pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlakuan yang adil. 

Keduanya mengakui hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang 

jelas, memperoleh produk atau jasa berkualitas, dan dilindungi dari praktik 

bisnis yang merugikan. 

2. Larangan Penipuan: Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum 

Islam sama-sama melarang praktik penipuan dalam jual beli. Kedua 

perspektif ini menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan 

melarang penyebaran informasi yang menyesatkan atau manipulatif. 

3. Transparansi dan Keterbukaan: Perspektif undang-undang perlindungan 

konsumen dan hukum Islam mengedepankan prinsip transparansi dan 

keterbukaan dalam transaksi jual beli. Konsumen memiliki hak untuk 
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mengetahui informasi yang relevan, termasuk harga, syarat dan ketentuan, 

serta risiko yang terkait dengan pembelian produk atau jasa. 

4. Keadilan dalam Transaksi: Baik undang-undang perlindungan konsumen 

maupun hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi 

jual beli. Keduanya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang 

merugikan atau tidak adil, serta mendorong tercapainya kesepakatan yang 

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

5. Tanggung Jawab Sosial: Perspektif undang-undang perlindungan 

konsumen dan hukum Islam mengakui tanggung jawab sosial pedagang 

dalam menjalankan bisnis. Kedua perspektif ini mendorong praktik bisnis 

yang bertanggung jawab terhadap konsumen dan masyarakat, termasuk 

dalam hal kualitas produk, keamanan, dan keberlanjutan. 

 

H. Rekomendasi dalam Menangani Jual Beli Tanpa Label Harga 

Dalam menangani praktik jual beli tanpa label harga, berikut adalah 

beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan: 

1. Penegakan Hukum yang Tegas: Undang-undang perlindungan konsumen 

perlu ditegakkan secara tegas untuk melindungi konsumen dari praktik jual 

beli tanpa label harga. Sanksi yang sesuai harus diberikan kepada pelaku 

bisnis yang melanggar ketentuan tersebut guna mendorong kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. 

2. Peningkatan Kesadaran Konsumen: Edukasi dan informasi kepada 

konsumen tentang hak-hak mereka dalam jual beli tanpa label harga sangat 

penting. Konsumen perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya 

meminta dan menuntut label harga yang jelas sebelum melakukan 

pembelian serta bagaimana melaporkan pelanggaran yang terjadi. 

3. Mendorong Transparansi: Pedagang perlu didorong untuk menerapkan 

transparansi dalam praktik jual beli. Mereka harus secara aktif 

memberikan informasi yang jelas tentang harga produk atau jasa yang 

ditawarkan kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pemasangan label harga yang terbaca dengan jelas di tempat yang terlihat. 

4. Pengawasan yang Ketat: Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap praktik jual beli tanpa label harga. 

Inspeksi rutin dan pemantauan terhadap pedagang serta penegakan 
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ketentuan hukum yang ada perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran dan melindungi konsumen. 

5. Peran Masyarakat dan Organisasi Konsumen: Partisipasi aktif masyarakat 

dan organisasi konsumen dalam mengawasi praktik jual beli tanpa label 

harga sangat penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam melaporkan 

pelanggaran yang mereka temui, sedangkan organisasi konsumen dapat 

berperan sebagai advokat konsumen dalam melindungi hak-hak mereka. 

Studi Kasus: Praktek Jual Beli Tanpa Label Harga pada 

Supermarket 

Deskripsi: Sebuah supermarket besar di suatu negara memiliki kebiasaan 

menempatkan produk-produk tanpa label harga di raknya. Konsumen yang 

tertarik dengan produk tersebut harus bertanya kepada petugas kasir untuk 

mengetahui harganya. Hal ini menciptakan ketidaknyamanan bagi konsumen 

karena mereka harus mengeluarkan waktu dan usaha ekstra untuk memperoleh 

informasi harga. 

Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen: Undang-undang 

perlindungan konsumen di negara tersebut melindungi konsumen dari praktik 

bisnis yang tidak adil atau menyesatkan. Praktek jual beli tanpa label harga dapat 

melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen karena tidak 

memberikan konsumen informasi yang jelas dan akurat tentang harga produk. 

Konsumen berhak mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan 

pembelian yang tepat. 

Perspektif Hukum Islam: Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dan 

transparansi dalam jual beli sangat penting. Pedagang dianjurkan untuk 

memberikan informasi yang jelas tentang harga produk kepada konsumen. 

Praktek jual beli tanpa label harga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap 

prinsip transparansi dan kejujuran dalam transaksi. 

Rekomendasi: 

1. Pedagang supermarket perlu memasang label harga yang jelas dan terbaca 

di setiap produk yang dijual. Hal ini akan memberikan kejelasan kepada 

konsumen dan memastikan transparansi dalam jual beli. 

2. Pengawas konsumen dan otoritas terkait harus melakukan inspeksi rutin 

dan mengawasi kepatuhan pedagang terhadap ketentuan undang-undang 
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perlindungan konsumen. Jika terjadi pelanggaran, tindakan penegakan 

hukum yang sesuai harus diambil. 

3. Konsumen perlu mengetahui hak-hak mereka dan melaporkan praktik jual 

beli tanpa label harga kepada otoritas yang berwenang. Kesadaran 

konsumen tentang hak-hak mereka dapat mendorong perubahan dan 

meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap ketentuan undang-undang 

perlindungan konsumen. 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan 

hukum Islam terkait jual beli tanpa label harga adalah sebagai berikut: 

Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen: 

1. Jual beli tanpa label harga melanggar ketentuan undang-undang 

perlindungan konsumen karena tidak memberikan informasi yang cukup 

kepada konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. 

2. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan 

kepada konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan, 

termasuk dalam hal ketidaktransparan dalam penetapan harga. 

Dari Perspektif Hukum Islam: 

1. Jual beli tanpa label harga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan 

transparansi dalam hukum Islam. 

2. Hukum Islam mendorong pedagang untuk memberikan informasi yang 

jelas dan akurat tentang harga produk kepada konsumen. 

Kesimpulan Umum: 

1. Jual beli tanpa label harga dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi 

konsumen dan menghalangi transparansi dalam transaksi jual beli. 

2. Harmonisasi antara undang-undang perlindungan konsumen dan prinsip-

prinsip hukum Islam dapat memperkuat perlindungan terhadap konsumen 

dalam konteks jual beli tanpa label harga. 

3. Perlindungan konsumen dalam hal jual beli tanpa label harga perlu 

dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, pendidikan konsumen, 

pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi 

konsumen. 
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